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Abstrak: Pola penganggaran swakelola yang melibatkan perguruan tinggi di bidang
teknik sipil menjadi pendekatan alternatif dalam pembangunan gedung sekolah dan
sarana fisik lainnya yang lebih inovatif dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi keuntungan dan tantangan dari pola tersebut melalui pendekatan
kualitatif dengan metode studi kasus pada tiga proyek di Provinsi Papua Barat Daya.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak perguruan tinggi,
pemerintah daerah, dan masyarakat, serta analisis dokumen proyek seperti RAB dan
laporan pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perguruan
tinggi meningkatkan kualitas konstruksi, efisiensi biaya, transparansi anggaran, dan
partisipasi masyarakat. Namun, tantangan juga ditemukan dalam bentuk kompleksitas
manajemen, keterbatasan sumber daya, dan risiko keterlambatan akibat perbedaan
ritme kerja antar pihak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya panduan
operasional dan sinkronisasi lintas lembaga untuk mengoptimalkan pola swakelola
dalam pembangunan infrastruktur pendidikan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pembangunan Sekolah, Penganggaran, Perguruan Tinggi,
Swakelola, Teknik Sipil.

Abstract: The self-management budgeting model involving higher education
institutions in civil engineering presents an alternative approach to the construction of
school buildings and other physical infrastructure that promotes innovation and
community participation. This study aims to identify the benefits and challenges of such
a model using a qualitative approach through case studies of three projects in Southwest
Papua Province. Data were collected through in-depth interviews with university teams,
local government officials, and community members, as well as analysis of project
documents such as budget plans and implementation reports. The findings indicate that
university involvement improves construction quality, cost efficiency, budget
transparency, and community engagement. However, challenges were also identified,
including complex project management, limited human and financial resources, and
delays due to asynchronous workflows between stakeholders. The study recommends
the development of clear operational guidelines and inter-institutional synchronization
strategies to optimize the implementation of self-managed budgeting models in
sustainable educational infrastructure development.

Keywords: Accountability, Budgeting, Civil Engineering, Higher Education, School
Development, Self-Management.


https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?ref=chooser-v1
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?ref=chooser-v1
https://orcid.org/0000-0003-0827-3524
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?ref=chooser-v1
https://doi.org/10.70214/bv003d30

JPPI: Jurnal Pembangunan Pendidikan Indonesia 2025, Vol. 1 No. 2 72 of 81

Keterlibatan perguruan tinggi dalam swakelola pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang teknik
sipil, menciptakan banyak peluang untuk penelitian yang berfokus pada penganggaran. Meskipun telah ada
upaya penerapan swakelola di berbagai daerah, kajian akademik yang menilai pola penganggaran masih
terbatas. Penelitian di bidang ini seringkali berfokus pada aspek teknis atau evaluasi kinerja proyek, sementara
pemahaman tentang bagaimana penganggaran dirancang dan diterapkan ketika perguruan tinggi terlibat
sebagai pelaksana dan pendamping teknis sangat kurang. Terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur yang
perlu diisi, terutama di konteks transparansi dan efisiensi anggaran, serta peningkatan kapasitas lokal melalui

transfer pengetahuan dari institusi pendidikan tinggi.

Beberapa studi baru-baru ini menunjukkan peran penting perguruan tinggi dalam proses penganggaran.
Misalnya, penelitian oleh Alimuddin et al. (2022) menilai penerapan penganggaran berbasis kinerja di
perguruan tinggi Indonesia, menunjukkan bahwa integrasi teori manajemen kelembagaan dan organisasi dapat
membantu dalam menetapkan tujuan yang lebih efektif. Lainnya, studi oleh Kantohe dan Sumual menyoroti
peran sistem pengendalian internal dalam mencapai good university governance (GUG), yang secara langsung
berhubungan dengan efisiensi penggunaan anggaran (Kantohe & Sumual, 2023). Penelitian oleh Priadi et al.
(2023), menjelaskan pentingnya pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan anggaran yang bisa diadopsi oleh

perguruan tinggi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas.

Di sisi lain, pengakuan terhadap kontribusi pendidikan tinggi dalam swakelola pembangunan
infrastruktur juga dikemukakan oleh Wahidin dalam kajian tentang pemancangan teknologi di proyek
infrastruktur, yang menunjukkan bagaimana integrasi pendidikan dan praktik doktrinal dapat meningkatkan
kualitas pelaksanaan proyek (Wahidin, 2024). Keberhasilan aplikasi seperti sistem Monitoring dan Evaluasi juga
bisa menjadi referensi penting bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan aplikasi sejenis dalam pengelolaan
anggaran, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas (Priadi et al., 2023). Dalam konteks peningkatan
kapasitas lokal, penelitian oleh Asrasal dan Hafsiyah mengungkapkan bagaimana teknik sipil dapat secara
langsung berkontribusi pada pembangunan masyarakat melalui pengabdian masyarakat yang berbasis
teknologi, sehingga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat (Asrasal
& Hafsiyah, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa, selain peran dalam penganggaran, institusi pendidikan
tinggi dapat memainkan peran aktif dalam membangun fondasi yang lebih baik untuk pembangunan

infrastruktur di daerah.

Semakin pentingnya transparansi dalam penganggaran dan partisipasi lokal dalam perumusan anggaran
juga telah dibahas oleh Sirin et al. (2020), yang menunjukkan bagaimana keterlibatan sumber daya manusia dan
evaluasi anggaran berkontribusi pada penyerapan anggaran yang lebih baik. Dengan memperhatikan aspek-

aspek ini, penelitian ke depan dapat mengarahkan fokus pada bagaimana alumni perguruan tinggi dan fakultas
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teknik sipil dapat lebih aktif dalam perencanaan dan penganggaran proyek infrastruktur, memastikan bahwa

kontribusi mereka dalam swakelola dapat dialokasikan secara efektif dan bertanggung jawab.

Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik pembangunan infrastruktur, pendekatan
berbasis kolaborasi lintas sektor telah dibuktikan sebagai metode yang efektif dalam manajemen pembangunan
publik. Perguruan tinggi berperan tidak hanya sebagai penyedia edukasi, tetapi juga sebagai think tank dan
agen perubahan yang aktif. Mengintegrasikan peran perguruan tinggi dalam penganggaran swakelola dapat
meningkatkan efisiensi sumber daya serta memfasilitasi adopsi teknologi konstruksi yang ramah lingkungan,
meskipun literatur yang membahas secara sistematis bagaimana penganggaran ini disusun dan dijalankan

masih terbatas (Lorensius et al., 2021).

Sementara kebijakan swakelola yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 memberikan
kesempatan bagi partisipasi non-pemerintah, termasuk institusi pendidikan tinggi, permasalahan tetap ada
dalam penerapannya. Terdapat ketimpangan pemahaman antara instansi pemerintah dan perguruan tinggi
tentang aspek teknis dan administratif yang diperlukan dalam pengelolaan anggaran (Kumalasari et al., 2023;
Sahrin et al., 2022). Hal ini dapat menciptakan inefisiensi dan kesalahan administrasi jika tidak ada panduan
operasional yang jelas untuk menjembatani proses teknis teknik sipil dengan prosedur penganggaran
pemerintah (Indey et al., 2022). Kendala ini sering muncul akibat kurangnya komunikasi dan kolaborasi yang
efektif, menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan dana publik (Alimuddin et al., 2022).

Selanjutnya, penting untuk menggali faktor-faktor keberhasilan dan hambatan dalam penerapan
penganggaran swakelola dengan melibatkan perguruan tinggi, khususnya dalam konteks pembangunan
infrastruktur pendidikan yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian oleh Saputri et al. (2024),
menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur dapat berdampak langsung terhadap kualitas hidup
masyarakat, menyoroti pentingnya perumusan model penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan lokal.
Hal ini sejalan dengan upaya untuk memastikan pendidikan yang berkualitas tetap menjadi prioritas dalam

rencana kerja pemerintah daerah (Taufiq et al., 2022).

Mengacu pada kajian-kajian tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih
dalam tentang dinamika dan komponen kunci dalam penganggaran swakelola, serta rekomendasi untuk
meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi dan sektor publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini
diharapkan memberikan nilai tambah bagi para pengambil kebijakan, perguruan tinggi, dan pihak-pihak terkait
untuk memaksimalkan potensi swakelola sebagai strategi pembangunan yang berbasis pada kolaborasi dan

ilmu pengetahuan.



JPPI: Jurnal Pembangunan Pendidikan Indonesia 2025, Vol. 1 No. 2 74 of 81

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi pola
penganggaran swakelola yang melibatkan perguruan tinggi di bidang teknik sipil, dalam konteks
pembangunan gedung sekolah dan infrastruktur fisik lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk pejabat instansi pemerintah dan tim pelaksana proyek
dari perguruan tinggi, serta analisis dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak kerja, dan

laporan pelaksanaan proyek (Kumalasari et al., 2023).

Fokus utama studi ini adalah pada beberapa proyek pembangunan gedung sekolah yang telah ada atau
sedang dilaksanakan dengan pola swakelola, yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria keterlibatan
institusi pendidikan tinggi dalam proyek tersebut. Keterlibatan ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi dari proyek yang dijalankan, terutama dalam konteks meningkatnya permintaan akan fasilitas
pendidikan berkualitas (Kumalasari et al., 2023). Dalam konteks penganggaran, penelitian oleh Kumalasari et
al. mengungkapkan tantangan dalam perencanaan dan pemanfaatan anggaran Pemerintah Daerah yang sering
dihadapi oleh aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya penghunian infrastruktur pendidikan, yang
menunjukkan pentingnya pelibatan perguruan tinggi untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif

terhadap kebutuhan masyarakat (Kumalasari et al., 2023).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan
Huberman. Pendekatan tematik dalam analisis ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis
mengidentifikasi keuntungan serta tantangan dalam implementasi pola penganggaran swakelola, efektivitas
kerja sama antarelemen, dan kontribusi langsung perguruan tinggi pada peningkatan kualitas fasilitas

pendidikan (Kantohe & Sumual, 2023).

Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian pada tiga proyek studi kasus di Provinsi Papua Barat daya — yakni pembangunan gedung
sekolah dasar di Kabupaten A, rehabilitasi ruang kelas di Kabupaten B, dan pembangunan laboratorium sekolah
menengah di Kabupaten C—menunjukkan bahwa pola penganggaran swakelola yang melibatkan perguruan
tinggi bidang teknik sipil menghasilkan peningkatan kualitas bangunan. Dari hasil wawancara dengan Ketua
Tim Teknik dari Universitas Y pada proyek di Kabupaten A, disampaikan bahwa, “Kami menggunakan metode

perhitungan struktur berdasarkan analisis finite element, bukan pendekatan konvensional, sehingga struktur
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atap menjadi lebih ringan namun kuat.” Kualitas material yang digunakan juga lebih terkontrol, seperti
penggunaan bata ringan dan pelat pracetak. Berdasarkan dokumen laporan teknis akhir, efisiensi waktu

pelaksanaan proyek di Kabupaten A mencapai 90 hari dari rencana semula 120 hari.

Dari sisi inovasi desain dan efisiensi biaya, tim teknis dari perguruan tinggi berperan besar dalam
mengoptimalkan perencanaan anggaran. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek di Kabupaten B
menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp. 312.700.000 dari total anggaran awal Rp. 2.900.000.000. Hal ini
dicapai melalui optimalisasi spesifikasi material dan metode pelaksanaan. Hasil wawancara dengan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan menyatakan bahwa, “Tim kampus memberikan justifikasi teknis
saat merevisi spesifikasi dinding, dari bata merah menjadi bata ringan berinsulasi, sehingga bisa memangkas
biaya tanpa menurunkan mutu.” Ini menunjukkan kontribusi nyata dari keilmuan kampus dalam penyusunan

anggaran yang efisien.

Dalam aspek pendidikan praktis, proyek-proyek tersebut juga menjadi wahana pembelajaran langsung
bagi mahasiswa teknik sipil. Di proyek Kabupaten C, sebanyak 12 mahasiswa semester akhir dari Universitas Z
ikut serta dalam pengukuran lapangan, pengawasan kualitas beton, dan dokumentasi harian proyek. Salah satu
mahasiswa yang diwawancarai mengatakan, “Saya jadi paham bagaimana data lapangan diolah untuk revisi
desain, dan itu tidak saya dapatkan hanya dari kuliah.” Hal ini sejalan dengan catatan dosen pembimbing
lapangan, bahwa keterlibatan mahasiswa mampu menjembatani teori dan praktik serta menumbuhkan rasa

tanggung jawab terhadap proyek publik.

Dari sudut partisipasi masyarakat, keterlibatan warga sekitar lokasi proyek terlihat jelas terutama dalam
penyediaan tenaga non-teknis dan pengawasan sosial. Di Kabupaten A, kepala desa menyampaikan, “Warga
kami terlibat dalam pengecoran dan menjaga alat proyek malam hari. Kami tahu uang negara digunakan untuk
anak-anak kami, jadi kami jaga.” Keterlibatan ini memperkuat rasa memiliki dan menjamin keberlanjutan
pemanfaatan bangunan. Data observasi menunjukkan bahwa lebih dari 35% tenaga kerja harian berasal dari
masyarakat lokal, dan sistem pengaduan proyek berbasis WhatsApp digunakan warga untuk menyampaikan

masukan harian.

Namun, tantangan tetap muncul dalam koordinasi antara pemerintah dan perguruan tinggi. Di proyek
Kabupaten B, keterlambatan proyek selama 15 hari terjadi akibat jadwal akademik tim pelaksana kampus yang
bersinggungan dengan masa ujian semester. Dalam wawancara, Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas PUPR
menyebutkan, “Kampus punya kapasitas teknis, tapi ritme mereka beda. Kami perlu duduk bersama dari awal
agar sinkron.” Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi kalender kegiatan dan pembagian tanggung jawab

yang lebih fleksibel sejak tahap perencanaan.
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Dari sisi akuntabilitas anggaran, pola ini menunjukkan transparansi yang lebih baik. Berdasarkan analisis
dokumen pelaporan proyek Kabupaten C, terdapat laporan progres mingguan, laporan keuangan triwulan,
serta catatan audit internal kampus yang dilampirkan dalam laporan akhir. Wawancara dengan auditor internal
menyebutkan, “Karena membawa nama kampus, kami buat laporan lebih detil dan setiap transaksi kami
lampirkan bukti digital.” Hal ini memperkuat akuntabilitas penggunaan dana publik dalam skema swakelola

berbasis kolaboratif.

Penelitian ini juga mengungkapkan sejumlah kerugian atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi
pola penganggaran swakelola yang melibatkan perguruan tinggi. Salah satu tantangan utama adalah
kompleksitas manajemen proyek akibat keterlibatan banyak pihak, seperti pemerintah daerah, tim teknis dari
perguruan tinggi, serta masyarakat lokal. Dalam proyek pembangunan laboratorium sekolah di Kabupaten C,
misalnya, terjadi tumpang tindih tanggung jawab antara dinas teknis dan tim kampus, terutama dalam hal
pengadaan material. Seorang koordinator lapangan dari Universitas Z menyampaikan, “Kami siap secara
teknis, tapi proses pembelian bahan harus melalui sistem pemerintah. Itu memperlambat kami dan membuat

bingung siapa yang harus eksekusi.”

Kompleksitas ini juga tercermin dalam dokumen laporan kemajuan proyek, di mana terdapat
keterlambatan dalam pencairan dana tahap kedua akibat perbedaan penafsiran antara tim kampus dan PPK
mengenai dokumen pertanggungjawaban. Dalam studi kasus Kabupaten A, proses pengumpulan tanda tangan
dan verifikasi anggaran antar lembaga memakan waktu hingga 12 hari lebih lama dari yang dijadwalkan. Hal

ini menghambat kelancaran pelaksanaan fisik di lapangan, meskipun progres konstruksi telah siap dilanjutkan.

Keterbatasan sumber daya, terutama dari sisi tenaga ahli dan logistik, menjadi tantangan berikutnya.
Meskipun tim kampus memiliki kapasitas teknis, jumlah tenaga ahli yang tersedia sering kali tidak sebanding
dengan kebutuhan proyek. Di proyek Kabupaten B, hanya dua dosen pembimbing lapangan yang menangani
tiga titik lokasi pembangunan secara bersamaan. Dalam wawancara, salah satu dosen mengatakan, “Kami
kekurangan waktu untuk memantau detail pekerjaan karena harus bolak-balik ke lokasi yang jauh.” Kondisi ini
berdampak pada keterlambatan pemeriksaan mutu beton dan pengecekan gambar kerja yang seharusnya

dilakukan secara berkala.

Keterbatasan anggaran juga menjadi isu dalam beberapa proyek. Berdasarkan dokumen RAB dan realisasi
anggaran proyek di Kabupaten A, terdapat selisih biaya sebesar Rp. 175.000.000 dari kebutuhan teknis di
lapangan yang tidak dapat ditutupi karena struktur penganggaran swakelola bersifat tetap dan tidak fleksibel

seperti dalam proyek kontraktual. Akibatnya, spesifikasi bangunan di bagian pagar dan lansekap harus
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disederhanakan. Salah satu anggota tim teknis menyatakan, “Kami harus improvisasi di lapangan agar

anggaran cukup, tapi itu membuat desain awal tidak seluruhnya terlaksana.”

Risiko keterlambatan juga muncul karena adanya proses koordinasi antar lembaga yang memerlukan
waktu cukup panjang. Pada proyek di Kabupaten C, pelaksanaan pengecoran kolom tertunda selama 9 hari
karena menunggu persetujuan revisi desain dari pihak kampus yang saat itu sedang dalam masa libur
akademik. Kepala Dinas Pendidikan mengungkapkan, “Kami terkendala karena tim kampus sedang tidak aktif.
Akhirnya kami menunda sampai mereka kembali, karena tidak bisa jalan tanpa mereka.” Ini menunjukkan
bahwa perbedaan ritme kerja antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah bisa menjadi sumber

perlambatan.

Tidak hanya dalam pengambilan keputusan teknis, perlambatan juga terjadi pada pelaporan keuangan.
Dalam dokumen laporan proyek Kabupaten B, pelaporan keuangan akhir baru diserahkan tiga minggu setelah
batas waktu, karena tim perguruan tinggi membutuhkan waktu tambahan untuk merekap seluruh bukti
pengeluaran dan menyusun laporan yang sesuai dengan format pemerintah. Hal ini berdampak pada

keterlambatan pencairan dana berikutnya untuk proyek-proyek lanjutan yang sudah direncanakan.

Keuntungan pola penganggaran swakelola

Inovasi dan kualitas

Keterlibatan perguruan tinggi dalam proyek pembangunan swakelola sangat berperan dalam
meningkatkan kualitas infrastruktur melalui penerapan teknologi dan metode konstruksi terbaru. Penelitian
oleh Abdurrasyid et al. (2019) menunjukkan bahwa penerapan metode manajemen proyek yang sistematis,
seperti CPM dan PERT, dapat membantu memastikan bahwa proyek dijalankan secara efisien dan tepat waktu,
serta berfokus pada kualitas hasil akhir. Selain itu, penelitian oleh Sanggoro et al. (2022), menunjukkan bahwa
inovasi dalam pengelolaan risiko juga dapat memperkuat kualitas proyek dengan mempertimbangkan aspek
sosial dan lingkungan, yang menjadi semakin penting dalam proyek pembangunan. Keterlibatan akademisi
memungkinkan penerapan teknik-teknik mutakhir, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hasil
pembangunan, seperti yang terlihat dalam penggunaan metode analisis finite element untuk struktur bangunan

di beberapa proyek nyata (Ahdi, 2021).
Pendidikan praktis

Pola penganggaran swakelola juga memberikan peluang bagi mahasiswa teknik sipil untuk terlibat
langsung dalam proyek nyata, yang sangat penting untuk pendidikan praktik mereka. Menurut Ghifari et al.
(2022), terlibatan mahasiswa dalam manajemen proyek dapat memperkaya pengalaman mereka dengan

memfasilitasi interaksi langsung antara teori yang dipelajari di kelas dan praktik di lapangan. Hal ini
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terkonfirmasi oleh laporan positif dari mahasiswa yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan yang
menyatakan bahwa pengalaman tersebut sangat membantu dalam pemahaman mereka tentang penerapan teori
dalam situasi nyata (Pratama & Islami, 2023). Pengalaman lapangan yang didapatkan oleh mahasiswa tidak
hanya berharga bagi mereka secara individu, tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas proyek

melalui masukan dan kreativitas yang mereka bawa (Haryanti, 2024).
Partisipasi masyarakat

Pendekatan swakelola turut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang berfungsi
tidak hanya untuk memperkuat ikatan sosial tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap infrastruktur yang
dibangun. Penelitian oleh Haryanti menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam manajemen proyek,
di mana keterlibatan warga lokal dapat memberikan dukungan yang signifikan terhadap kelangsungan dan
keberhasilan proyek (Haryanti, 2024). Dengan adanya pengawasan sosial dan kontribusi tenaga kerja dari warga
setempat, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur pendidikan, proyek dapat diharapkan berjalan

lebih lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Andika et al., 2024).
Kerugian pola penganggaran swakelola
Kompleksitas manajemen

Meskipun pola penganggaran swakelola memiliki banyak keuntungan, melibatkan banyak pihak dalam
proyek dapat menambah kompleksitas dalam manajemen, terutama dalam hal koordinasi dan komunikasi.
Menurut Soetjipto et al. (2021), proyek yang melibatkan berbagai stakeholder sering dihadapkan pada tantangan
koordinasi, yang dapat memperlambat kemajuan proyek secara keseluruhan dan mengakibatkan
ketidakefektifan dalam manajemen waktu. Keterlibatan beberapa pihak dari berbagai disiplin ilmu, meskipun
meningkatkan kualitas, juga dapat menimbulkan kebingungan dan konflik kepentingan yang harus dikelola

secara hati-hati oleh manajer proyek (Hermawan et al., 2023).
Keterbatasan Sumber Daya

Proyek swakelola yang melibatkan perguruan tinggi sering kali menghadapi keterbatasan dalam sumber
daya, baik dalam hal pembiayaan maupun tenaga kerja. Sebagaimana diungkapkan oleh Pratama dan Islami,
keterbatasan dalam sumber daya manusia yang berpengalaman dapat menghambat pelaksanaan proyek,
terutama ketika harus memenuhi kebutuhan yang mendesak (Pratama & Islami, 2023). Kendala terkait
perencanaan dan alokasi sumber daya sering menjadi faktor penyebab keterlambatan dalam menyelesaikan

proyek, yang menciptakan tantangan bagi semua pihak yang terlibat (Ariyanto et al., 2019).

Risiko Keterlambatan
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Keterlibatan berbagai pihak dalam proyek swakelola dapat menyebabkan risiko keterlambatan yang
meningkat. Dalam penelitian oleh Mustamin et al.,, diungkapkan bahwa salah satu penyebab utama
keterlambatan adalah ketidakcocokan jadwal antara tim pelaksana dan instansi pemerintah yang berwenang,
yang sering mengakibatkan penundaan proyek (Mustamin et al., 2023). Keterlambatan dapat meningkatkan
biaya dan berpotensi mengubah anggaran yang telah direncanakan, seperti yang ditemukan dalam banyak studi
di bidang manajemen proyek (Pratiwi & Priyanto, 2022). Oleh karena itu, sinkronisasi antara pihak-pihak yang

terlibat menjadi kunci untuk meminimalkan risiko tersebut dan memastikan keberhasilan proyek.

Kesimpulan

Pola penganggaran swakelola yang melibatkan perguruan tinggi di bidang teknik sipil terbukti memiliki
potensi besar dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan inovasi dalam pembangunan gedung sekolah serta
sarana fisik lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya mendorong penerapan teknologi konstruksi yang lebih
mutakhir, tetapi juga memperkuat fungsi pendidikan tinggi sebagai agen pembangunan melalui pelibatan
langsung dosen dan mahasiswa dalam proyek riil. Selain itu, pendekatan ini mampu mendorong transparansi
anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Namun demikian,
pelaksanaan pola ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Kompleksitas
manajemen proyek akibat keterlibatan banyak pihak, keterbatasan tenaga ahli dan dukungan logistik dari
perguruan tinggi, serta perbedaan ritme kerja dan mekanisme administratif antara pemerintah dan institusi
pendidikan menjadi kendala yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan proyek. Risiko
keterlambatan dan ketidaksesuaian output dengan desain awal juga menjadi perhatian yang perlu ditangani
secara serius. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi pola penganggaran swakelola dengan melibatkan
perguruan tinggi sangat bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi lintas lembaga yang
terstruktur, serta penyusunan panduan operasional bersama yang jelas dan adaptif. Dibutuhkan pula
mekanisme monitoring dan evaluasi yang konsisten agar proses pembangunan berjalan sesuai prinsip

akuntabilitas dan mutu teknis.
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